






A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat 
adalah harta yang wajib disisihkan oleh Muslim untuk diberikan kepada yang 
berhak menerimanya.
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 Dan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah bagian dari 
harta yang persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya 
(muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) 
dengan persyaratan tertentu pula.
2
 Sedangkan menurut Abdullah Zaky al Kaaf 
dalam bukunya “ekonomi dalam perspektif Islam”, zakat ialah pengambilan 
sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang 
yang tidak mampu. Pengambilan wajib ini dilakukan pada tiap tahun sebagai iuran 
kemanusiaan dari orang-orang yang mampu untuk mencukupi hidup orang yang 
tidak mampu. Negara dapat memaksa dengan hukum kekerasan supaya setiap 




Zakat adalah salah satu rukun Islam ketiga yang amat ditekankan setelah 
syahadatain dan shalat. Barangsiapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka 
dia telah kafir dan diminta bertaubat. Adapun terhadap orang-orang yang 
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meyadari  kewajiban zakat, akan tetapi enggan membayar atau menunaikan 
kewajiban tersebut karena bakhil dan kikir, maka zakatnya boleh diambil secara 
paksa oleh pihak pemerintah.  
Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima‟iyah (ibadah yang berkaitan dengan 
ekonomi keuangan masyarakat). Zakat bukan hanya ibadah yang berhubungan 
dengan Allah saja (Hablun Min Allah), akan tetapi zakatpun adalah ibadah yang 
berhubungan dengan sesama manusia (Hablun Min An-Naas). Karena dana zakat  
bisa membantu perekonomian fakir dan miskin, Mereka adalah orang-orang pra 
sejahtera yang termasuk kedalam mustahik zakat atau orang yang berhak 
menerima dana zakat.  
Ada beberapa macam zakat yang harus di pungut, dan mengingat banyaknya 
harta kekayaan di zaman modern ini yang disebabkan oleh meningkatnya 
kemanjuan ekonomi. Maka Yusuf Qardhawi merinci berbagai macam kekayaan, 
yang harus dikeluarkan zakatnya sebagai berikut.
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a. Zakat hewan atau zakat al-an‟am 
b. Zakat kekayaan atau zakat an-nuqud 
c. Zakat perdagangan atau zakat at-tijarah 
d. Zakat pertanian atau zakat az-zira‟ah 
e. Zakat madu dan lebah dan segala produk pembibitan hewan 
f. Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan 
g. Zakat atas hasil usaha baik berupa bangunan, pabrik, industry, dan lain-lain 
h. Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas  
i. Zakat saham dan bursa 
Berdasarkan beberapa macam zakat yang harus di keluarkan Salah satunya 
adalah zakat penghasilan, atau biasa di sebut sebagai zakat profesi. Zakat profesi 
adalah salah satu zakat yang diwajibkan berdasarkan Al-Qur‟an surat Al-Baqarah: 
267 yang menentukan bahwa setiap pekerjaan yang halal yang mendatangkan 
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penghasilan, setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai nisab (senilai 
85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.  
Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang 
halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti 
seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya 
mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat tersebut didasarkan 
pada pertama, ayat-ayat al-Qur‟an yang bersifat umum yang mewajibkan semua 
jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat ulama 
terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. 
Ketiga, dari sudut keadilan-yang merupakan ciri utama ajaran Islam-penetapan 
zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas. Dibandingkan hanya 
dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja 
(yang konvensional). Bisa dibayangkan seorang petani yang saat ini kondisinya 
secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat apabila hasil pertaniannya 
telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat 
wajib pada hasil yang didapatkan para pekerja profesi yang ada sekarang ini. 
Mengingat bahwa zakat profesi adalah hasil dari ijtihad para ulama, yang tidak 
disebutkan secara jelas dalam al-Qur‟an dan Hadits. Maka timbul permasalahan 
mengenai zakat profesi ini, salah satunya adalah mengenai cara mengeluarkannya, 
yaitu dari penghasilan kotor (bruto) atau dari penghasilan bersih (netto). 
Menurut Mursyidi dalam bukunya Akuntansi Zakat Kontemporer, syarat 
mengeluarkan zakat salah satunya adalah apabila kekayaan tersebut lebih dari 




relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya, 
apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang menganggap bahwa barang 
mewah pun sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan 
kebutuhan rutin pisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya, dan orang-orang 
yang menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat. 
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Yusuf Qardlawi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Zakat
6
 menyatakan 
bahwa dalam pengeluaran zakat penghasilan diklasifikasikan menjadi tiga wacana 
sebagai berikut: 
1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, 
zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, 
dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi 
kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 
juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta 
tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu. 
Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan „Auza‟i, beliau 
menjelaskan: “Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin 
membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera 
mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya” (Ibnu Abi 
Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta 
zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, 
emas perak, ma‟dzan dan rikaz. 
2. Dipotong oprasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor 
yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. 
Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya 
transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 
1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000= 37.500,- 
Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. 
Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu 
adalah pendapat Imam Atho‟ dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan 
prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 
5%. 
3. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang 
masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, 
baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan 
dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah 
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93.  
6




dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan 
tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan 
termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang 
yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak 
cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. 
 
Hal ini berdasarkan Hadits riwayat imam Al-Bukhari dan Muslim dari 
Hakim bin Hizam dari Nabi SAW bersabda:  
 ْيَخ َايُْهعْنا ُدَيَْنا: َلَاق َىَّهَسَو ِهَْيهَع ُالله ىَّهَص ِِّيبَُّنا ٍِ َع ُهُْ َع ُالله َيِضَر ٍواَزِح ٍِ ْب ِىْيِكَح ٍْ َع ِدَيْنا ٍَ ِي ٌ ز
 َْأدْباَو ،َىهْفُّسنا ٍِ َْغتْسَي ٍْ َيَو ،ُالله ُهَّفُِعي ْفِفَْعتْسَي ٍْ َيَو ،ًىُِغ ِزْهَظ ٍْ َع ِةََقد َّصنا ُزْيَخَو ،ُلُْىَعت ٍْ ًَ ِب
 ُالله ِهُُِْغي 
“tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, tetapi mulailah 
dari orang-orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-naiknya shadaqah itu adalah 
selebih daripada keperluan, dan barangsiapa menjaga kehormatannya, niscaya 
Allah pelihara kehormatannya ; dan barangsiapa mencukupi dengan seadanya 
niscaya Allah beri kecukupan buat dia”.7 
 
Sedangkan menurut Nukthoh Arfawi Kurde mengatakan bahwa pendapatan 
bersih adalah pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan 
layak; untuk makanan, pakaian, cicilan rumah tangga, dan lain-lain.
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 Maka agar terdapat kepastian hukum bagi pemerintah dalam 
mengumpulkan zakat, Pemerintah membentuk aturan mengenai pengelolaan 
zakat, termasuk di dalamnya terdapat aturan mengenai cara mengeluarkan zakat 
profesi. Adapun aturan-aturan mengenai cara mengeluarkan zakat profesi adalah 
sebagai berikut: 
1. Pasal 686 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
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“Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian 
dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup” 
2. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan9 
1) Zakat pengasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah 
cukup nishab. 
2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan 
selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan 
bersihnya sudah cukup nishab. 
Maka cara mengeluarkan zakat profesi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syari‟ah Pasal 686 ayat (1) adalah dari penghasilan bersih (netto) setelah 
dikurangi biaya kebutuhan hidup muzakki.  
Namun faktanya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Garut 
penghimpunan zakat profesi terkhusus untuk pegawai negeri sipil atau pegawai 
instansi swasta lainnya adalah dari penghasilan kotor (bruto). Hal tersebut 
berdasarkan Pasal 27 ayat (2) PERDA Kab. Garut No. 6 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan zakat, infaq, shadaqah yang berbunyi: 
“BAZNAS Kabupaten menghimpun zakat penghasilan atau infaq profesi 
khusus pegawai negeri sipil dan pegawai instansi swasta lainnya dari wajib 
zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto serta 
menerima titipan infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya di tingkat 
Kabupaten.” 
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Maka dari pemaparan diatas mengenai permasalahan netto dan bruto dalam 
mengeluarkan zakat penghasilan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
tentang netto dan bruto dalam mengeluarkan zakat penghasilan dalam bentuk 
sebuah karya tulis dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah terhadap Penentuan Nishab Zakat Penghasilan dalam Perda 
Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, 
Shadaqah”. 
B. Rumusan Masalah 
Cara mengumpulkan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Garut dari 
pegawai negeri sipil dan pegawai swasta lainnya adalah dari penghasilan kotor 
(bruto) yang sudah mencapai nishab, hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, infaq, 
shadaqah. Padahal Cara mengeluarkan zakat penghasilan menurut Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah dan juga Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat 
Penghasilan adalah dari penghasilan bersih (netto) yang sudah mencapai nishab. 
Begitupun dalam sebuah hadits disebutkan bahwa cara mengeluarkan zakat yang 
paling baik adalah dari kelebihan kebutuhan.  
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merumuskan beberapa 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana penentuan Nishab Zakat Penghasilan dalam Perda Kabupaten 
Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah? 





3. Bagaimana Harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 
Perda Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, 
infaq, shadaqah dalam penentuan Nishab Zakat Penghasilan? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penentuan Nishab Zakat Penghasilan dalam Perda 
Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, infaq, 
shadaqah. 
2. Untuk mengetahui penentuan Nishab Zakat Penghasilan dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah. 
3. Untuk mengetahui Harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dan Perda Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan 
zakat, infaq, shadaqah dalam penentuan Nishab Zakat Penghasilan. 
D. Studi Terdahulu 
Jurnal yang ditulis oleh Iwa Tandi, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah 
Bayuni dengan judul “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Fiqh 
Muamalah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus BAZ Kec. 
Prongpong)” yang di terbitkan tahun 2017. Jurnal tersebut membahas mengenai 
pelaksanaan Zakat Profesi dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya yang di 
analisis menggunakan Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2011.
10
 Persamaan antara jurnal tersebut dengan apa yang akan penulis teliti 
adalah bahwa yang menjadi salah satu objek penelitiannya adalah mengenai 
pengumpulan zakat profesi. Adapun perbedaannya dalam jurnal tersebut 
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analisisnya menggunakan Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2011, Sedangkan penulis analisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah. 
Jurnal yang ditulis oleh Hertina dengan judul “Zakat Profesi dalam 
Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat” yang di terbitkan tahun 
2013. Jurnal tersebut membahas mengenai Zakat Profesi yang merupakan salah 
satu zakat yang dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan dapat 
mengatasi gejolak ekonomi Ummat sehingga dapat mengurangi masalah yang 
disebabkan oleh kesenjangan sosial antar manusia.
11
 Persamaan antara jurnal 
tersebut dengan apa yang akan penulis teliti adalah bahwa yang menjadi objek 
penelitiannya adalah mengenai zakat profesi. Adapun perbedaannya yang menjadi 
fokus penelitian dalam jurnal tersebut adalah mengenai pengaruh zakat profesi 
terhadap kesejahteraan ekonomi ummat, sedangkan yang menjadi fokus penelitian 
penulis adalah mengenai penentuan nishab zakat profesi nya. 
Jurnal yang ditulis oleh Dedy Setiawan dengan judul “Optimalisasi 
Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik 
di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon” yang di terbitkan tahun 2016. Jurnal 
tersebut membahas mengenai potensi Zakat Profesi di Kota Cirebon, dan 
memaksimalkan pengelolaan Zakat Profesi yang di distribusikan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial.
12
 Persamaan antara jurnal tersebut dengan apa 
yang akan penulis teliti adalah bahwa yang menjadi objek penelitiannya adalah 
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mengenai zakat profesi. Adapun perbedaannya yang menjadi fokus penelitian 
dalam jurnal tersebut adalah mengenai pengelolaan zakat profesi di Badan Zakat 
Nasional Kota Cirebon, sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah 
mengenai penentuan nishab zakat profesi nya. 
Skripsi yang ditulis oleh Siti Mualimah dengan judul “Implementasi Zakat 
Profesi Pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Kementrian Agama Kabupaten Demak)” yang di terbitkan tahun 2015. 
Skripsi tersebut membahas mengenai konsep zakat profesi menurut Fiqh dan 
Undang-undang, serta mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi 
tersebut.
13
 Persamaan antara skripsi tersebut dengan apa yang akan penulis teliti 
adalah bahwa yang menjadi objek penelitiannya adalah mengenai zakat profesi. 
Adapun perbedaannya yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi tersebut 
adalah mengenai pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara, sedangkan 
yang menjadi fokus penelitian penulis adalah mengenai penentuan nishab zakat 
profesi nya. 
Skripsi yang ditulis oleh Siti Habibah dengan judul “Zakat Profesi dalam 
Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)” yang di terbitkan 
tahun 2015. Skripsi tersebut membahas mengenai dalil, turuqul Istinbath, jenis 
ijtihad yang di pakai oleh para ulama dalam menetapkan nisab dan jenis profesi 
yang wajib untuk di keluarkan zakatnya.
14
 Persamaan antara skripsi tersebut 
dengan apa yang akan penulis teliti adalah bahwa yang menjadi objek 
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penelitiannya adalah mengenai zakat profesi. Adapun perbedaannya yang menjadi 
fokus penelitian dalam skripsi tersebut adalah mengenai metode ushul fiqh dalam 
menetapkan hukum zakat profesi, sedangkan yang menjadi fokus penelitian 
penulis adalah mengenai penentuan nishab zakat profesi nya. 
E. Kerangka Pemikiran 
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dan hokum dari mengeluarkan zakat 
adalah wajib berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut: 
 َلََو ۖ ِضَْرْلْا ٍَ ِي ْىَُكن َاُْجَزَْخأ ا ًَّ ِيَو ُْىتْبَسَك اَي ِتَاِّبيَط ٍْ ِي اُىقِفَْ َأ اُى َيآ ٍَ يِذَّنا اَهَُّيأ ا َ
 ُت ُهُْ ِي َثِيبَخْنا اى ًُ ًَّ ََيت ٌِّيَُغ َ َّاللَّ ٌَّ َأ اىًُ َهْعاَو ۚ ِهِيف اىُض ًِ ُْغت ٌْ َأ َِّلَإ ِهيِذِخِآب ُْىتَْسنَو ٌَ ُىقِف ُْ
 ٌ دي ًِ َح 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”15  
ي اُثدح الله يضر وازح ٍب ىيكح ٍع ،هيبأ ٍع ،واشه اُثدح ،بيهو اُثدح ،ميعاًسإ ٍب ىسى
:لاق صلى الله عليه وسلم يبُنا ٍع ،هُع ٍْ َع ِةََقد َّصنا ُزْيَخَو ،ُلُْىَعت ٍْ ًَ ِب َْأدْباَو ،َىهْفُّسنا ِدَيْنا ٍَ ِي ٌ زْيَخ َايُْهعْنا ُدَيَْنا
 َّفُِعي ْفِفَْعتْسَي ٍْ َيَو ،ًىُِغ ِزْهَظ ُالله ِهُُِْغي ٍِ َْغتْسَي ٍْ َيَو ،ُالله ُه  
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“tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, tetapi mulailah 
dari orang-orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-naiknya shadaqah itu adalah 
selebih daripada keperluan, dan barangsiapa menjaga kehormatannya, niscaya 
Allah pelihara kehormatannya ; dan barangsiapa mencukupi dengan seadanya 
niscaya Allah beri kecukupan buat dia”.16 
Al-Qur‟an dan Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah SWT dan 
Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. 
Menurut Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat 
adalah harta yang wajib disisihkan oleh Muslim untuk diberikan kepada yang 
berhak menerimanya.
17
 Dan menurut yusuf Qardhawi, zakat adalah bagian dari 
harta yang persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya 
(muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) 
dengan persyaratan tertentu pula.
18
 
Ada beberapa macam zakat yang harus di pungut, dan mengingat banyaknya 
harta kekayaan di zaman modern ini yang disebabkan oleh meningkatnya 
kemanjuan ekonomi, salah satunya adalah zakat atas segala usaha dan pekerjaan 
bebas atau disebut sebagai zakat penghasilan. Zakat penghasilan adalah zakat dari 
pendapatan  seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh 
dengan cara yang halal, setelah dihitung selama satu tahun hasilnya mencapai 
nisab (senilai 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.  
Cara mengeluarkan zakat penghasilan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syari‟ah Pasal 686 ayat (1) adalah dari penghasilan bersih (netto) setelah 
dikurangi biaya kebutuhan hidup muzakki. Sedangakan menurut Pasal 27 ayat (2) 
                                                             
16 A. Hassan, Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-„Asqalani, CV Penerbit Diponegoro, 
Bandung, 2006, hlm. 279. 
17 Tim Redaksi FOKUSMEDIA, 2008. hlm. 159. 
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Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah 
adalah dari penghasilan kotor (bruto). 
F. Langkah-langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yakni 
mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian di 
olah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung 
mengenai segala hal yang berkaitan dengan kenyataan pengumpulan zakat 
penghasilan di BAZNAS Kabupaten Garut, dan observasi yang dilakukan di 
bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Pemda Kabupaten Garut. 
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang 
bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku-buku yang ada 
hubungannya dengan masalah netto dan bruto dalam mengeluarkan zakat 
penghasilan. 
3. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada jenis data 




undangan yang ada hubungannya dengan masalah netto dan bruto dalam 
mengeluarkan zakat penghasilan. 
4. Sumber data 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli atau pihak pertama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun 
penelitian ini diperoleh dari Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, undang-undang, dan artikel atau 
majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian terkait 
penentuan Nishab zakat penghasilan. 
5. Analisis Data 
Dalam melakukan analisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhubungan 
dengan objek penelitian; 
b. Mempelajari data-data yang telah terkumpul; 
c. Mengklasifikasikan data, yaitu memilih data-data yang didapatkan sehingga 
data-data tersebut benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian; 
d. Membandingkan masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan 
ketentuan hukum positif dan syari‟ah yang berkenaan dengan masalah yang 
diteliti; dan 
e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah di analisis ke dalam 
bentuk laporan penelitian. 
